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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  26  TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola 
pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (KKN) di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Bogor diperlukan 
suatu kondisi yang bebas dari benturan 
kepentingan sebagaimana dimaksud      
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Penanganan Benturan Kepentingan, 
sehingga perlu disusun pengaturan Pedoman 
Penanganan Benturan Kepentingan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan     
sebagaimana dimaksud pada huruf a,             
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Pedoman Penanganan Benturan 
Kepentingan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan                    
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan    atas     Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir                
dengan Undang-Undang Nomor 9                  

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua              
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974  
tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3021); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern   
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 
tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan 
Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 47 Tahun 1992                      
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden 
Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam 
Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara             
dan Kesederhanaan Hidup; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Umum Penanganan Benturan 
Kepentingan; 

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7          
Tahun 2016 tentang Pembentukan                    
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor  
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8         
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG 
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN 
KEPENTINGAN. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Bagian  Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah 
Kota. 

 

 


